
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 127 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Terminalmerupakan salah satu jenis objek Retribusi Daerah;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia UrusanPiutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2104);2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan KabupatenPenajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4182);3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4381);7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);
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8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 Tahun 2008 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang PedomanPembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4614);16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741);18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah DanRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161);
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan PemerintahKabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara Tahun 2004 Nomor 4);20. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam PaserUtara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam PaserUtara Nomor 6);21. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah KabupatenPenajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser UtaraTahun 2010 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhirdengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun2011 Nomor 1);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai denganperaturan perundang-undangan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
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7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yangmelakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badanusaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasisosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrakinvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkanorang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umumyang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun, meliputi segala bagianjalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalulintas.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
11. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pelayanan ataspenyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum dan mobil barang,tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan ataudikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan peron.
12. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupuntanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
13. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempatduduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapanpengangkutan bagasi.
14. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang,mobil bus dan kendaraan khusus.
15. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,adalah pungutan Daerah sebagaipembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakandan/ataudiberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkanbarang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atauBadan.
17. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasukpemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagiWajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerahyang bersangkutan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaranatau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telahdilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk olehBupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapanretribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalahsurat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karenajumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidakterutang.
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23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untukmelakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan Retribusi yang dilaksanakanoleh Jurusita Retribusi kepada penanggung Retribusi tanpa menunggu jatuh tempopembayaran yang meliputi seluruh utang Retribusi dari semua jenis Retribusi, masaRetribusi dan Tahun Retribusi.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dansubjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihanretribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
26. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah TambahanPenghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakanpemungutan Retribusi.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalamperaturan perundang-undangan retribusi daerah yang terdapat dalam SuratPemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat KetetapanRetribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang BayarTambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah LebihBayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat KeputusanKeberatan.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SuratPemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat KetetapanRetribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang BayarTambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah LebihBayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan olehWajib Retribusi.
29. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Retribusi atas banding terhadap SuratKeputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatustandar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerahdan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yangdilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukantersangkanya.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai NegeriSipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminalyang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
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Pasal 3(1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraanpenumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkunganterminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yangdisediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Pasal 4Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmatifasilitas terminal.
BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5Retribusi Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis fasilitas dan jangka waktupemakaian fasilitas terminal.
BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7(1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan padatujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.(2). Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yangdiperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasipada harga pasar.
BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8(1) Struktur tarif ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan, jenis fasilitas dan waktu pemakaian



- 7 -

(2) Tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :a. Bus < 36 seat : Rp. 3.000,00 setiap berangkat;b. Mini Bus : Rp. 2.000,00 setiap berangkat;c. Kendaraan Roda Empat : Rp. 2.000,00 per kendaraan;d. Kendaraan Roda Dua : Rp. 1.000,00 per kendaraan;e. Sewa Loket : Rp. 50.000,00 per bulan;f. Kios : Rp. 20.000,00 per bulan;g. Warung : Rp. 50.000,00 per bulan;
Pasal 9(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmemperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan denganPeraturan Bupati.
BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupakarcis, kupon, dan kartu langganan.(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dariRetribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
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BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN RETIBUSI

Pasal 13(1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas.(2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupatisesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain, hasil penerimaan retribusi harusdisetor ke kas Daerah secara bruto selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat)jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati.(4) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukandengan menggunakan SSRD.(5) Tata Cara pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), danayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 14(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan tanda buktipembayaran.(2) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Bukti Penerimaan.(3) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan penerimaan Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN RETIBUSI

Pasal 15(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakanpelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempopembayaran.(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atausurat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
Pasal 16(1) Apabila jumlah Retribusi yang masih harus dibayar tidak lunas dalam jangka waktusebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yangsejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.(2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejaktanggal surat teguran atau surat peringatan datau surat lain yang sejenis.(3) Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihanditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan,keringanan dan pembebasan retribusi.(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasarpencapaian kinerja tertentu.(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah.(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 19(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabatyang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasanyang jelas.(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggalSKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangkawaktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaanyang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaanpenagihan Retribusi.
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BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonanpengembalian kepada Bupati.(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonanpengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harusmemberikan keputusan.(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupatitidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusidianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaranRetribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasiterlebih dahulu utang Retribusi tersebut.(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatanpembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusimelakukan tindak pidana di bidang Retribusi.(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:a. diterbitkan Surat Teguran; ataub. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidaklangsung.(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf badalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utangRetribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapatdiketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran danpermohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
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Pasal 22(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihansudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudahkedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur denganPeraturan Bupati.
BAB XVII

PEMERIKSAAN

Pasal 23(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturanperundang-undangan retribusi.(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :a. memperhatikan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadidasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perludan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;c. memberikan keterangan yang diperlukan.
BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberiwewenang khusus sebagai Penyidik.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporanberkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan ataulaporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atauBadan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungandengan tindak pidana tersebut;d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen  lain berkenaandengan tindak pidana;e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dandokumen lain  serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
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f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakpidana;g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saatpenyidikan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang pribadi  dan ataudokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangkaatau saksi;j. menghentikan penyidikan;k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidanamenurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuatberita acara tentang:a. Pemeriksaan tersangka;b. Pemasukan rumah;c. Penyitaan benda;d. Pemeriksaan surat;e. Pemeriksaan saksi;f. Pemeriksaan ditempat kejadian.
(4) Penyidik sebagimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainyapenyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melaluiPenyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuanganDaerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda palingbanyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal (Lembaran DaerahKabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2006 Nomor 1 Seri  C) dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenaipelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 27Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Ditetapkan di Penajampada tanggal 29  Nopember 2011
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd
H. ANDI HARAHAP

Diundangkan di Penajampada tanggal 29  Nopember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd
H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2011 NOMOR 15.


